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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Audit Operasional 

1. Pengertian  Audit Operasional 

Audit adalah proses pengumpulan data dan pengevaluasian bahan bukti 

tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang 

dilakukan seorang yang kompetent dan independent untuk dapat menentukan dan 

melaporkan kesesuain informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang 

telah ditetapkan. Auditing dilakukan oleh seseorang yang independent dan 

kompetent.
1
 

Audit juga diartikan sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti dan 

informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi 

itu dan kriteria yang telah ditetapkan.
2
 

Audit operasional adalah pengkajian (review) atas setiap bagian dan 

prosedur dan metoda yang ditetapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk 

mengevaluasi efesiensi dan efektifitas. Hasil akhir dari suatu audit operasional 

biasa nya berupa rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan operasi.
3
 

                                                             
1
Firdaus, Auditing, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.1. 

2
Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Auditing dan Jasa Assurance, (Jakarta: 

Erlangga, 2008),h. 4.  
3
M.Haryono. Josep, Auditing, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2001), h.16. 
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Audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi 

suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang 

telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut 

sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.
4
 

Audit operasional juga diartikan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan 

operasional suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan 

operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah 

kegiatan operasional tersebut adalah dilakukan secara efektif, efisien dan 

ekonomis. Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efesiensi, 

efektifitas, dan keekonomisan dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam 

perusahaan. Misalnya: fungsi penjualan dan pemasaran, fungsi produksi, fungsi 

pergudangan dan distribusi, fungsi personalia (sumber daya manusia), fungsi 

akuntansi dan keuangan.
5
 

Audit operasional sangat identik dengan audit manajemen. Karena dari 

definisi keduanya tampak jelas bahwa audit operasional maupun audit manajemen 

mempunyai definisi dan tujuan yang sama, hanya saja dalam buku nya IBK 

Bayangkara menggunakan istilah audit manajemen untuk menghindari terjadinya 

penyempitan makna operasional yang identik dengan prosuksi, karena saat ini 

berkembang paradigma baru tentang manajemen produksi menjadi manajemen 

operasional. Sedangkan makna operasional dalam audit operasional memiliki 

                                                             
4
Firdaus, Auditing..., h.263. 

5
Sukrisno. Agoes, Auditing, (Jakarta:Salemba Empat, 2012),h. 11.  
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cakupan pengertian yang kebih luas yaitu setiap program/aktivitas dan/atau entitas 

yang bisa diaudit. 

Jadi audit operasional adalah pengevaluasian terhadap efesiensi dan 

efektivitas operasional perusahaan. Dalam konteksnya audit operasional meliputi 

seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada 

berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Audit operasional 

dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktifitas, program-program yang 

diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan 

melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efesien, serta 

apakah tujuan dari program dan aktivitas telah direncanakan dapat tercapai dan 

tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan 

perusahaan.
6
 

2. Tujuan Audit Operasional 

Tujuan dari audit operasional adalah menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
7
 

Nanum  tujuan audit operasional juga disebutkan untuk menilai kinerja 

(performance) dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan, untuk 

menilai apakah berbagai sumber daya (manusia, mesin, dana, harta lainnya) yang 

dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis, untuk menilai 

                                                             
6
IBK Bayangkara, Audit Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 2008),h. 3. 

7
Mulyadi, Sisem Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.165. 
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efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuan (objective) yang telah ditetapkan 

oleh top management, untuk  memberikan rekomendasi kepada top management 

agar dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerpan 

struktur operasional perusahaan agar dapat meningkatkan efisiensi, 

keekonomisan dan efektivitas perusahaan.
8
 

Namun dari kedua penjelesan mengenai tujuan audit operasional 

tersebut kedua nya sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu untuk 

meningkatkan efisiensi, keekonomisan dan efektivitas perusahaan.  

 

3. Unsur – unsur dan Langkah – langkah Audit Operasional 

Unsur pokok dari audit operasional adalah: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
9
 

Langkah-langkah dalam pengendalian audit operasional yang harus 

dilakukan oleh auditor adalah sebagai berikut:  

 

                                                             
8
Firdaus, Auditing...,, h.263. 

9
Mulyadi, Sistem Akuntansi...,h.164. 
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1. Audit Pendahuluan  

Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih 

dalam. Audit ini lebih ditekankan dalam usaha untuk memperoleh 

informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting untuk 

yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaanaudit ini, antara lain:  

a. Pemahaman auditor terhadap objek audit, dalam pemahaman terhadap 

objek audit, auditor harus mendapat informasi tenatng sumber daya 

(kapasitas akivitas) yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan 

berbagai kegiatan. Di samping itu, metode operasi (cara pelaksanaan 

kegiatan) juga harus menjadi perhatian penting karena dari hubungan 

antara metode operasi dengan ketersediaan sumber daya, auditor akan 

mendapatkan informasi awal apakah suatu kegaiatan telah 

dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai 

tujuan. Auditor harus mengkomunikasikan dengan atasan pengelola 

objek atau pemberi tugas audit untuk menghindari terhadinya 

kesalahpahaman.  

Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis, dengan 

meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang hal-hal berikut 

informasi yang mendukung tujuan audit, informasi yang mengarahkan 

ruang lingkup audit, informasi yang mengarah pada tujuan audit.   

b. Penentuan tujuan audit, auditor harus menentukan tujuan audit untuk 

semua audit operasional yang dilakukan, dalam rangka menyajikan 
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kerangka kerja audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan 

mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada 

penugasan audit. Penugasan audit biasanya memberikan tujuan audit 

dalam lingkup yang luas. Terhadap hal ini auditor harus menggunakan 

keahlian proesionalnya untuk merumuskan tujuan audit yang lebih 

rinci. Beberapa alasan yang mendasari dilakukannya audit operasional 

diantaranya : 

1. Terjadinya keborosan dan ketidakefisienan pengunaan sumber 

daya perusahaan. 

2. Tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. 

3. Adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan. 

4. Terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. 

5. Adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan 

perusahaan. 

6. Sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik.  

c. Penentuan ruang lingkup dan tujuan audit, ruang lingkup audit 

menunjukan luas (area) dari tujuan audit. Secara garis besar ruang 

lingkup audit operasional terdiri atas:  
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1. Bidang keuangan 

Ruang lingkup keuangan ini mencakup: 

a. Pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan 

lain serta kewajiban keuangan perusahaan. 

b. Pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. 

c. Penyelenggaraan catatan akuntansi. 

d. Laporan keuangan.  

e. Pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan.  

2. Ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan  

Ruang lingkup peraturan dan kebijakan perusahaan mencakup: 

a. Kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan 

kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. 

b. Kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan 

peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan 

program tersebut. 

3. Ekonomisasi 

Ruang lingkup ekonomisasi menekankan pada bagaimana 

setiap aktivitas/kegiatan dalam objek audit mengelola dana 

yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih 

besar, termasuk pencapain alternatif pelaksanaan kegiatan 

dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. 
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4. Efisiensi 

Efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada bagian ini 

auditor menekankan bagaimana seharusnya proses berjalan 

sehingga tercapai tujuan dengan pemanfaatan secara optimal 

sumber daya yang dimilikinya.  

5. Efektivitas 

Pada ruang lingkup ini, auditor menekankan perhatiannya pada 

pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah 

ditetapkan, pemanfaatan hasil program, pengaruh pemanfaatan 

hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian perusahaan 

secara keseluruhan. 

d. Review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan objek audit. 

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, 

memotivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dak kebijakan 

yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya berbagai 

penyimpangan dan pencapaian tujuan perusahaan. Suatu sistem 

pengendalian operasional harus dapat menjamin bahwa perusahaan 

telah melaksanaan strateginya dengan efektif dan efisien. 

Karakteristik sistem pengendalian operasional yang baik mencakup 

hal-hal sebagai berikut :  
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1. Pernyataan tujuan perusahaan. 

2. Rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan.  

3. Kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung 

jawab yang dipikul dengan adanya pemisahan fungsi yang 

memadai. 

4. Sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada 

masing-masing unit organisasi. 

5. Sistem penelahaan yang efektif pada setiap aktivitas untuk 

memperoleh kebijakan dan praktik yang sehat telah 

dilaksanakan dengan baik. 

e. Pengembangan kriteria awal dalam audit 

Dalam pengembangan kriteria ini, auditor dapat mengacu pada 

beberapa sumber, yaitu undang-undang (peraturan) yang berlaku, 

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit, norma 

(standar) yang sudah mendapat pengakuan (diterima) secara umum, 

kriteria yang digunakan peda objek audit sejenis, pengalaman 

auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya. 

2. Kesimpulan Hasil Audit Pendahuluan 

Dari hasil audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan 

atas hasil audit pendahuluanyang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan 

menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil 
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dalam tahapan audit selanjutnya.Kesimpulan hasil audit pendahuluan 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut: 

1. Daftar bidang/kegiatan yang mengandung kelemahan, yang akan 

dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya 

2. Alasan mengapa bidang/kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan  

3. Temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan 

bidang/kegiatan yang masih mengandung kelemahan 

4. Rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-

kelemahan yang ada 

5. Tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit 

berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor 

sebelumnya 

6. Bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan 

dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan 

3. Review Terhadap Pengendalian Operasional  

Suatu sistem pengendalian operasional harus dapat menjamin 

bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan 

efisien. Karakteristik sistem pengendalian operasional yang baik 

mancakup hal-hal sebagai berikut:  

1. Pernyataan tujuan perusahaan  

Tujuan perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan 

ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami.  
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Pernyataan tujuan dapat memberikan arah kepada semua komponen 

dalam melaksanakan aktivitasnya karena dengan pernyataan tujuan ini, 

didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap 

komponen di dalam perusahaan tidak saja mampu untuk melaksanakan 

berbagai aktivitas tetapi juga memahami untuk apa mereka melakukan 

aktivitas tersebut, apa manfaatnya bagi perusahaan dan bagaimana 

seharusnya melaksanakan aktivitas tersebut sehingga secara optimal 

dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam melakukan 

penelaahan terhadap sistem operasional perusahaan, auditor harus 

memahami dengan baik tujuan perusahaan.  

2. Rencana perusahaan  

Rencana yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan,  harus 

disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan strategi 

untuk mengimplementasikannya. Dalam rangka mencapai sasaran 

perusahaan, rencana diimplementasikan dalam bentuk berbagai 

program/aktivitas lengkap dengan anggaran untuk setiap 

program/aktivitas tersebut.  

Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan 

pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik  

berikutnya. Oleh sebab itu, penyusunan rencana harus diawali dengan 

adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai 
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hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin (ingin) dicapai, dan 

berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Yang tidak kalah 

pentingnya, di samping realistis rencana juga harus memuat tentang 

keinginan perbaikan secara terus-menerus (continous improvement) 

harus dilakukan 

3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai 

Perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan harus didukung 

oleh ketersediaan SDM yang memedai dalam merealisasikan rencana 

tersebut. Untuk menilai ketersediaan SDM yang efektivitasnya dalam 

mendukung pencapaian perusahana, auditor harus memperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

a. Apakah rekrutmen karyawan yang dilakukan telah melalui suatu 

perancanaan SDM ? 

b. Apakah seleksi karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan 

pedoman penerimaan karyawan yang ditetapkan perusahaan ? 

c. Apakah karyawan yang diterima telah sesuai dengan klasifikasi 

bidang kerja (jabatan) yang akan diisin dan sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan yang ada pada perusahaan ? 

d. Apakah spesifikasi dan deskripsi tersedia untuk masing-masing 

jabatan yang ada dalam perusahaan ? 
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e. Apakah keputusan penempatan karyawan telah melalui orientasi 

yang memadai dan sesuai dengan kecenderungan berprestasi 

karyawan tersebut ? 

f. Apakah setiap pekerjaan telah dilengkapi dengan uraian kerja yang 

memadai ? 

g. Apakah program peningkatan kemampuan karyawan telah 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara efektif 

dan efisien ? 

h. Apakah penilain prestasi, pemberian sanksi, atau penghargaan 

kepada karyawan telah dilakukan secara adil, sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut ? 

4. Kebijakan dan praktik sehat 

Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik 

yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan 

harus memerhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam 

perusahaan tersebut. Dalam menguji kebijakan yang dibuat oleh 

perusahaan, auditor harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Apakah kebijakan dinyatakan jelas dalam bentuk tertulis dan 

sistematisserta serta dikomunikasikan kepada seluruh manajemen 

dan karyawan secara tepat waktu 

2. Apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku 
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3. Apahak kebijakan yang dibuat telah mengkomodasi kepentingan 

berbagai pihak dan mengatur tentang hak kewajiban semua pihak 

4. Apahak kebijakan telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan secara 

efisien dan efektif 

5. Apakah ada kebijakan khusus bagi setiap manajemen/operasional 

lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan termasuk 

sanksi-sanksi terhadap pelanggaran berdasarkan peraturan yang 

berlaku  

5. Sistem review yang efektif    

Sistem review  menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang 

melakukan review terhadap berbagai aktivias/kegiatan yang dilakukan. 

Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan 

secara ekonomis, efektif, dan efisien serta sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditentukan.  

Efektivitas sistem pelaporan operasional perusahaan dapat dinilai dari 

hal-hal sebagai berikut:  

1. Apakah sistem pelaporan yang dimiliki dapat memberikan 

informasi mutakhir yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat yang 

bertanggung jawab 

2. Apakah ada keharusan dari setip pelaksanaan untuk melaporkan 

secara tertulis setiap hasil kerja/aktivitas yang dilakukan ? 
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3. Apakah laporan disusun berdasarkan data dan informasi yang benar 

dan tepat waktu ? 

Ada tujuh langkah kunci yang harus diperhatikan auditor dalam 

melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian operasional 

perusahaan, yaitu: 

1. Menetapkan tingkat penting (significance) dan pekanya 

(sensitivity) hal-hal pokok dari program/aktivitas yang diaudit  

2. Menilai tingkat kerentanan program/aktivitas tersebut terhadap 

penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran 

dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan dan kebijakan 

yang ditetapkan perusahaan  

3. Mengidentifikasi dan memahami pengendalian-pengendalian 

operasional yang relevan  

4. Menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas 

pengendalian  

5. Menilai kecukupan desain pengendalian 

6. Menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian-

pengendalian yang ada sudah cukup efektif, melaporkan hasil-

hasil penilaian operasional dan mendiskusi kan tindakan-

tindakan perbaikan yang diperlukan 
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4. Audit Lanjutan 

Audit ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk 

mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan 

berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian operasional. Pada 

tahap ini auditor harus mampu mengungkap lebih lanjut dan menganalisis 

semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya 

dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat 

diterima oleh objek audit. Langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi: 

1. Mengumpulkan tambahan informasi  

2. Memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten 

3. Membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan 

mengelompokannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat 

4. Menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh 

dan mengidentifikasikannya. 

5. Pelaporan    

Bagian akhir darai proses audit operasional adalah pelaporan hasil 

audit. Ada dua cara penyajian laporan audit operasional, yaitu: 

a. Cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama 

tahapan-tahapan audit 

b. Cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan 

penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini.  
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5. Tindak Lanjut 

Implemetasi tindak lanjut atas informasi yang diberikan auditor 

merupakan bentuk komitmendari perusahaan untuk meningkatkan proses 

dan kinerja perusahaan atau beberapa kelemahan/kekurangan yang masih 

terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut 

manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi 

yang telah diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor 

atau rencana, pelaksanaan, atau pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. 

Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang 

diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan serta 

kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena 

tidak  ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan.
10

 

4. Keterbatasan Audit Operasional 

Ada beberapa keterbatasan dari audit operasinoal yaitu: 

1. Waktu 

Waktu menjadi faktor yang sangat membatasi, karena auditor harus 

meberikan informasi kepada manajemen secara cepat atau setidaknya tepat 

waktu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sebaiknya audit 

operasinoal dilakukan secara teratur untuk menjamin bahwa permasalahan 

yang penting tidak menjadi kronis dalam perusahaan. 

 

                                                             
10

IBK Bayangkara, Audit Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 21. 
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2. Keahlian auditor 

Kurangnya pengetahuan banyak dikeluhkan oleh auditor operasional 

karena tidak mungkin bagi seorang auditor mengetahui dan menguasai 

berbagai disiplin bsinis. Auditor operasional hanya lebih ahli dalam bidang 

audit daripada dalam bidang bisnis. 

3. Biaya  

Biaya juga merupakan faktor pembatas, karena itu tentu saja biaya audit 

harus lebih kecil dari biaya yang harus dihemat. Oleh karena itu, auditor 

harus harus mengabaikan masalah kecil yang mungkin dapat menekan 

biaya jika diselidiki lebih lanjut. 
11

 

 

5. Audit Operasional dalam Perspektif Islam 

Dalam islam audit dikenal juga dengan kata muhasabah yang mana kata 

muhasabah tersebut memiliki arti yaitu introspeksi.
12

 Konsep muhasabah dalam 

Al-Qur’an terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 18-19  

                            

                          

       

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklan 

setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok (hari 
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FE UI, 1985), h.23. 
12
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akhirat)  dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Megetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janaganlah kamu seperti orang-

orang yang lupa kepada Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka 

sendiri. Mereka inilah orang-orang yang fasik.
13

 

 

Audit dalam Islam sudah lama hadir dan menjadi bahan kajian intelektual 

baik muslim maupun non muslim. Dari sudut tata cara Islam sebenarnya tuntutan 

ini sangat dianjurkan. Dalam Al-qur’an sudah dijelaskan bagaimana seorang harus 

mengecek kebenaran (tabayyun) jika ada informasi yang diterima, jadi jangan 

ditelan mentah-mentah apalagi informasi yang menyangkut kepentingan yang 

luas. Bukan itu saja, Islam juga menganjurkan mempromosikan kebenaran dan 

keadilan. Fungsi audit yang dilakukan akuntan independen sebenarnya tidak 

menyalahi bahkan sangat sesuai dengan sistem nilai Islam yang menginginkan 

informasi yang benar yang tidak merugikan (menzalimi) siapapun.
14

 

Audit operasional sendiri adalah bagian dari auditing maka dari itu audit 

operasionalpun sama hal nya dengan auditing sangat dianjurkan dalam Islam. 

Selain dikenal dengan kata muhasabah dalam Islam audit juga dapat diartikan 

dengan tabayyun.  

Tabayyun adalah mencari kejelasan hakekat suatu atau kebenaran suatu 

fakta dengan tekiti, seksama dan hati-hati. Perintah untuk tabayyun adalah 

perintah yang sangat penting, terutama pada akhir-akhir ini di mana kehidupan 

antar sesama umat sering dihinggapi prasangka. Allah memerintahkan kita untuk 
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bersikap hati-hati dan mengharuskan untuk mencari bukti yang terkait dengan isu 

mengenai tuduhan atau yang menyangkut identifikasi seseorang. Tabyyun yang 

berhasil adalah apabila mampu mengungkapkan fakta yang dijamin akurasinya, 

dan analisi yang jernih. Kejernihan berfikir dalam suatu fakta akan membangun 

kearifan dalam bertindak. Termasuk kearifan dalam berdakwah. Kebenaran 

informasi yang dihasilkan melalui proses yang objektif, diharapkan juga dapat 

membangun sikap toleran terhadap orang lain, yang sama-sama menjunjung tinggi 

objektifitas.
15

 

Dari pengertian tabayyun diatas maka dapat disimpulkan bahwa Islam 

sangat mengajurkan audit, karena audit sendiri adalah proses pegevaluasian bahan 

bukti tentang informasi  yang dapat diukur mengenai suatu entitas yang dilakukan 

seseorang.
16

 Sama halnya dengan audit maka audit operasional pun sangat 

dianjurkan dalam Islam karena dengan melakukan audit operasinal maka sama 

halnya dengan mengkaji (review) atas setiap bagian dan prosedur dan metoda 

yang ditetapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efesiensi dan 

efektifitas.
17
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B. Piutang Usaha 

1. Pengertian Piutang Usaha 

Piutang adalah tagihan baik kepada individu-individu maupun kepada 

perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Pada umumnya, piutang 

diklasifikasikan menjadi piutang usaha (dagang), piutang wesel, dan piutang lain-

lain. Piutang usaha (dagang) sendiri adalah tagihan kepada pelanggan yang 

sifatnya terbuka. Piutang usaha berasal dari penjualan barang dagangan dan jasa 

secara kredit dalam operasi usaha normal. Piutang usaha sering juga disebut 

piutang dagang.
18

 

Piutang timbul apabila perusahaan (atau seseorang) menjual barang atau 

jasa kepada perusahaan lain (atau orang lain) secara kredit. Piutang merupakan 

hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul 

karena adanya transaksi penjualan. Pada umumnya piutang timbul karena adanya 

transaksi penjualan secara kredit.
19

 

 

2. Permasalahan Manajemen Piutang 

Pos piutang dalam neraca timbul karena adanya penjualan barang 

dagangan secara kredit. Semakin longgar persyaratan kredit yang diberikan, akan 

semakin besar pula jumlah penjualan. Sebaliknya, semakin ketat persyaratan yang 

diberlakukan, maka kemungkinan pelanggan akan beralih ke pada pesaing 
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sehingga penjualan menjadi berkurang. Dengan demikian, investasi dana dalam 

bentuk piutang menyangkut pertimbangan timbal balik (trade-off) antara 

profitabilitas dengan risiko.
20

 

Pada dasarnya manajemen piutang meliputi permasalahan:  

1. Menentukan tingkat piutang dagang terdiri dari : 

a. Volume penjualan kredit 

b. Rata-rata periode antara penjualan dan penagihan tergantung pada :  

1) Kondisi ekonomi  

2) Variabel kebijakan kredit, faktor yang dikendalikan yaitu standar 

kredit, periode kredit, diskon untuk pembayaran lebih cepat, 

kebijakan penagihan 

2. Standar Kedit 

a. Kebijakan kredit optimal berkaitan dengan biaya marjinal kredit dari 

pertambahan keuntungan dan peningkatan penjualan.  

1) Biaya marjinal meliputi biaya produksi dan penjualan. 

2) Biaya marjinal berkaitan dengan kualitas kredit terdiri dari biaya 

kerugian piutang tak tertagih, biaya pemrosesan dan penagihan, biaya 

modal dan piutang dagang  

b. Evaluasi risiko kredit, misalnya 5 C : 

1) Character, kemungkinan pelanggan mempunyai kemauan untuk 

memenuhi kewajiban  
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2) Capacity, pertimbangan atas evaluasi dan kemampuan membayar 

pelnggan 

3) Capital, mengukur posisi keuangan secara umum dari perusahaan 

seperti ditunjukkan oleh rasio keuangan  

4) Collateral, ditunjukkan oleh asset pelanggan yang digunakan sebagai 

jaminan 

5) Condition,dampak umum     terhadap perusahaan atau perkembangan 

khusus dibidang ekonomi.
21

 

 

3. Utang dan Piutang dalam Pandangan Islam 

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan 

perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya berhutang dua 

ribu rupiah akan dibayar dua rupiah. Utang piutang dalam islam dikenal dengan 

nama qardh, dalam arti bahasa berasal dari kata:qaradha yang sinonimnya: 

qatha‟a artinya memotong. Diatrikan demikian karena orang yang memberikan 

utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima 

utang (muqtaridh).  

Dalam pengertian istilah,  qardh  didefinisikan oleh Hanafiah sebagai 

berikut.  
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َمَثْلِيَ اََ َمَالٍ َمَنْ َتُ عْطِيوِ َىُوَمَا َعَقْدٌََاقَْ رْضُ َىُوَ َأُخْرَى َبعِِبَارَةٍ َأْوْ لتَِتَ قَاضَاهُ،
لَأخَرََليَِ رُدََّمِثْ لَوَُ  مََْصُوْصٌَيلَرُدَُّعَلَىَدَفْعَِمَالٍَمِثْلِي َِ

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk 

kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh 

adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) 

kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.  

 

Sayid sabiq memberikan definisi qardh sebagai berikut. 

 َالَْقَرْضَُىُوَالْمَالَُألَّذِيَْيُ عْطِيْوَِالْمُقْرِضَُللِْمُقْتََِضَِليَِ رُدََّمِثْ لَوَُإلِيَْوَِعِنْدََقُدْرَتوَِِعَلَيْوَِ
 

Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada 

penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) 

seperti diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.
22

 

 

Menurut Imam Syafi’i utang piutang (qardh) adalah pemberian harta 

kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain 

meminjamkan tanpa mengharap imbalan.
23

 

Dasar hukum disyariatkannya qardh terdapat pada Al-Quran surat Al hadid 

(57) ayat 11 :  

                                

Siapakah yang yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka 

Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan 

memeroleh pahala yang banyak.
24
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Surat At-Taghabun (64) ayat 17 : 

                             

 

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan 

melipatgandakan balasan kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha 
Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

25
 

 

Terdapat rukun dan syarat dalam melakukan utang piutang (qardh), yaitu : 

1. „aqid, yauti muqridh  (pemberi utang)dan muqtaridh (penerima utang), untuk 

„aqid maupun  muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan 

melakukan tasarruf atau memiliki  ahliyatul ada‟. Oleh karena itu, qardh 

tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang 

gila. 

2. Ma‟qudh „Alaih  

Menurut jumhur ulama yang terdiri atau Malikiyah, Syafi’iyah, dan 

Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qardh sama dengan akad 

salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang 

(mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di 

pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. 

Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual 

beli, boleh juga dijadikan akad qardh.  
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3. Shigat (ijab dan kabul) 

Qardh adalah salah satu akad kepemilikan harta. Oleh karena itu, akad 

tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad 

jual beli dan hibah.  

Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda 

harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik 

disini bukan berarti diberi dengan cuma-cuma, melainkan pemberian utang 

yang harus dibayar. Penggunaan lafal salaf untuk qardh didasarkan kepada 

hadis Abu Rafi’: 

َراَفِعٍَ َفَجَاءَتْوََُوَعَنَْأَبِْ َوَسَلَّمََبِكْراً َوَألَوِِ َصَلَّىَالُلهَعَلأيَوِْ قاَلََ:َاسْتَ لَفََالنَّبُِّ
خِيَاراًَ َلَََْأَجِدَْفَِاْلِإبِلَِإِلاَّجَََلاًَ إِبِلَُالصَّدَقَةَِفأََمَرَنََِالرَّجُلََبِكْرَهُ،َفَ قُلْتَُ:َإِنِي

 مِنَْخَيَِْْالنَّاسَِأَحْسَنُ هُمَْقَضَاءً.َربُاَعِيِّاَفَ قَالََ:َأعْطِوَِإِياَهَُفإَِنََّ

Dari Abu Rafi‟ ia berkata: “Nabi berutang seekeor unta perawan, kemudian 

datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk 

membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama 

(perawan). Saya berkata: “Saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil 

zakat kecuali unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh. Nabi kemudian 

bersabda : „Berikan saja kepada unta tersebut, karena sesungguhnya sebai-

baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.”‟ (HR. 

Jamaa’ah kecuali Al-Bukhari).
26

 

 

Hukum utang piutang dalam Islam dapat menjadi wajib apabila utang 

diberikan kepada orang yang mengajukan pinjamannya itu dalam keadaan 

terpaksa yang sangat mebutuhkan dan terlantar. Seperti memberikan uang 

kepada orang yang kelaparan dan butuh makan. Jika tidak diberikan pinjaman 
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akan memberikan kemdharatan, misalnya saja dia akan sakit parah dan 

mungkin meninggak dunia.  

Utang piutang juga bisa menjadi haram apabila memberikikan utang 

kepada orang yang memohon pertolongan dengan pinjaman tersebut untuk 

maksiat. Dan menjadi sunnah apabila memberikan utang itu kepada orang 

yang mengajukan tidak dalam keadaan terpaksa, misalnya seseorang 

mengajukan pinjaman bukan untuk hl-hal yang darurat. Pada hakekatnya 

seseorang walau[un tidak mengajukan pinjaman saat itu, tidak akan 

mengakibatkan hal burukyang akan terpidananya. Hanya saja jika tidak 

meminjam dia tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk yang akan datang, 

misalnya meminjam untuk modal usaha. 
27

 

4. Faktor yang Mempengaruhi Piutang Usaha  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi putang usaha, yaitu 

sebagai berikut.  

1. Kebiajakan penjualan kredit. Semakin longgar kebijakannya, akan semakin 

besar pula jumlah piutang.  

2. Syarat pembayaran penjualan kredit. Semakin longgar syarat pembayaran 

yang diberlakukan kepada pelanggan, akan semakin besar jumlah investasi 

dalam piutang. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Semakin besar 

pembatsan yang diberlakukan, akan semakin besar jumlah piutang.  
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3. Kebijakan dalam mengumpulkan piutang. Semakin ketat kebijakan dalam 

mengumpulkan piutang akan semakin kecil jumlah investasi dalam piutang.  

4. Kebiasaan membayar dari para pelanggan. Apabila kebiasaan pelanggan 

dalam membayar utangnya sering terlambat, maka akan semakin besar jumlah 

investasi dalam piutang. 
28

 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitan ini adalah sebagai berikut: 

Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari audit operasional 

terhadap kinerja piutang usaha. 

Ha : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari audit operasional terhadap 

kinerja piutang usaha. 
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